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Permasalahan tanah di kota bandar lampung ini di dominasi oleh sengketa 
sertifikat ganda. Tentu hal ini sangat merugikan masyarakat, karena sengketa 
tanah ini terjadi karena adanya tumpang tindih sertifikat yang merupakan 
kelalaian dari pihak Badan Pertanahan Nasional. Sengketa yang terjadi perlu 
mendapat perhatian khusus dari seluruh pihak terkait masalah pertanahan. Pada 
kenyataanya Sertifikat ganda merupakan salah satu permasalahan yang ditemukan 
dalam masyarakat. Tingginya masalah pertanahan tidak hanya meresahkan 
masyarakat tetapi juga sangat mempengaruhi kinerja Badan Pertanahan Nasional 
sebagai institusi yang mempuyai tugas pokok melaksanakan administrasi 
pertanahan.Secara konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 
3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang 
tergantung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.Dari ketentuan dasar ini dapat kita ketahui bahwa 
kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan 
fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang tergantung di 
dalamnya. Pada dasarnya menurut penulis kasus sertifikat ganda ini merupakan 
kelalaian dari pihak Badan Pertanahan Nasional itu sendiri maka harus 
ditingkatkan lagi efektivitas dalam pengawasan pembuatan sertifikat agar tidak 
terjadi lagi kasus yang sama tetapi menurut Badan Pertanahan Nasional Kota 
Bandar Lampung melalui perwakilanya mengatakan bahwa terjadinya sengketa 
sertifikat tanah ganda ini juga salah satunya adalah pemilik asli tidak mengusai 
fisik tanah tersebut.Dari penjelasan di atas maka rumusan masalah skripsi ini 
ialah: Prosedur Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda di Badan 
Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung, Efektivitas Peran Badan Pertanahan 
Nasional kota Bandar Lampung  dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah 
ganda di kota Bandar Lampung, dan Pandangan fiqih siyasah terhadap 
evfektivitas peran Badan Pertanahan Nasional kota Bandar Lampung dalam 
penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda. Dari rumusan masalah di atas dan 
hasil penulis menyimpulkan seharusnya penyelesaian sengketa sertifikat tanah 
ganda ini dilakukan dengan tidak mengedepankan emosi dan  apabila belum 
sampai melapor di Peradilan Tata Usaha Negara, maka kasus sertifikat ganda bisa 
diadukan kepada Badan Pertanahan Nasional sesuai kota dimana tanah tersebut 
secara tertulis, untuk di Bandar Lampung bisa melapor ke kepolisian melalui Tim 
Harda terlebih dahulu lalu ada proses pengembalian batas jadi dua Sertifikat akan 
dikembalikan batasnya untuk mengetahui duduk perkaranya. Jika ada tindak 
pidana atau pemalsuan data maka kepolisian yang langsung menangani kasus 
tersebut. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
158 Tahun 1987 dan Nomor 054b/U/Tahun 1987, sebagai berikut: 
A. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada halaman berikut: 
 
Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 
 n ن zh ظ Dz ذ A ا
 w ً „ ع R ر B ب
 h ه gh غ Z ز T ث
  ء f ف S س Ts د
 q ُ y ق Sy ش J ج
   k ك Sh ص  H ح
   l ل Dh ض Kh خ
   m م Th ط D د
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟) 
 
B. KonsonanRangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 
Contoh:           ditulisAhmadiyyah 
C. Ta‟marbutah di Akhir Kata 
a. Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dansebagainya. 
     Contoh:                ditulis jamā‟ah 
b. Bila dihidupkan ditulist 
Contoh:   ditulis karāmatul-auliyā′ 
D. VokalPendek 
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u 
 
E. VokalPanjang 
A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī , dan u panjang ditulis ū, masing- an 




Fathah+ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah+ 
wāwu mati ditulis au. 
 
G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan 
apostrof ( ′)contoh : 
                   ditulis a′antum 
           ditulis mu′annaś 
H. Kata Sandang Alif +Lam 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulisal- 
Contoh:                ditulisAl-Qura′ān 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya. 
Contoh:                ditulisasy-Syī‛ah 
3. Kata dalam Rangkaian Frasa atauKalimat 
1. Ditulis kata per kata,atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian 
tersebut. Contoh:                          ditulis Syaikh al-Islām atau 
Syakhul-Islām 
4. Pengecualian  
Sistem transliterasi tidak berlaku pada: 
1. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat 
padakamus Bahasa Indonesia, seperti al-Qur‟an, hadis, mazhab, 
syari‟at, lafaz, dll. 
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan 
oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab, la Tahzan, dll. 
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi menggunakan 
bahasa yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll. 
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 











إِن طَآئِفَخَاِن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنِْنَ  ًَ  ٍٰ نَيَُمۖا فَئِۢن بََغۡج إِۡحَدٰىيَُما َعلََ ٱۡۡلُۡخَر ْۡ ٱۡقخَخَلٌُْا فَأَۡصلُِحٌْا بَ
نَيَُما بِٲۡلَعۡدِل  ْۡ ِِۚ فَئِن فَآَءۡث فَأَۡصلُِحٌْا بَ ٓ أَۡمِر ٱّللَّ َٰ َء إِلَ ِٓ َٰ حَفِ خِلٌُْا ٱلَّخِِ حَۡبِغِ َحخَّ
فَقَٰ
َ ُِّحبُّ ٱۡلُمۡقسِ   إِنَّ ٱّللَّ
ۖ
ْا ٌٓ أَۡقِسطُ  ِطَْن  ًَ
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar 
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu 
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, 
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu 
akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar 
tidak terjadi kesalahan dan kerancuan dalam memahami skripsi ini. 
Skripsi ini berjudul : “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap 
Efektivitas Peran Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung 
Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda (Studi Pada 
Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung)” Untuk lebih 
memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan 
istilah atau kata-kata yang penting dalam judul tersebut yang berdasarkan 
teori dengan sumber-sumber yang dapat di pertanggung jawabkan bagi para 
pembaca sebagai berikut : 
1. Pandangan 




2. Fiqh siyasah 
Fiqih siyasah yaitu usaha sungguh-sungguh dari para ulama 
(mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara‟ sehingga dapat 
                                                             
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”(On-line), tersedia di: 





diamalkan oleh umat Islam
2
, untuk mengatur, mengurus dan membuat 




Pengertian efektivitas sesuai dengan Pemendagri Nomor 59 Tahun 
2007 adalah pencapaian hasil progam dengan target yang telah ditetapkan, 
yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Mardiasmo 
menyatakan bahwa efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang 
diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai 
dengan rencana yang telah ditentukan. Dimana ukuran berhasil tidaknya 
suatu organisasi adalah bila telah mencapai tujuan, maka dapat dikatakan 




Peranyaituperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang 
yang berkedudukan dalam masyarakat.
5
 
5. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
BPN adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia 
yang mempunyai tugas melegksanakan tugas pemerintah di bidang 
pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal 
                                                             
2
Muhammad abu zahra, Ushul Fiqh, (Jakarta : Pustaka Firdaus), h.6. 
3
Ibn Manzhur, lisan al-„Arab, Jus 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h.108. 
4
 Alisman, “Analisis Efektivitas dan efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat”. 
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. ISSN: 2447-7441 Vol. 1 No. 2 (November 
2014), h.50 
5
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 




dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden 




Penyelesaianyaitu memberikan suatu sumbangan teknis dibidang 
penguasaan hak-hak dan menyelesaikan sengketa hukum yang 
berhubungan yang berhubungan dengan hak itu sendiri.
7
 
7. Sertifikat Ganda 
Sertifkat ganda adalah sertifikat-sertifikat yang menguraikan satu 
bidang tanah yang sama. Jadi dengan demikian satu bidang tanah 
diuraikan dengan 2 (dua) sertifikat atau lebih yang berlainan datanya. Hal 
ini biasanya disebut pula dengan Sertifikat Tumpang Tindih, baik tumpang 




8. Sengketa  
Sengketa adalah adanya suatu pihak (orang/badan) yang keberatan 




Berdasarkan penjelasan tersebut, yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap efektivitas peran dari 
                                                             
6
 Zaki „Ulya, „‟Eksistensi Badan Pertanahan Aceh sebagai Perangkat Daerah di Aceh 
dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan‟‟, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 3, 
September 2015, h.571. 
7
 Kartasapoetra G, Masalah Pertanahan di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.14. 
8
Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, 
Sertifikat dan Permasalahan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002)., h.139. 
9





Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dalam penyelesaian 
sengketa sertifikat tanah ganda. 
B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga saya terdorong untuk 
membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah antara lain : 
1. Alasan Objektif 
a. Karena dalam mendapatkan kepastian hukum di bidang tanah yang 
bersengketa sangat penting.  
2. Alasan Subjektif 
a. Judul skripsi ini sangat relevan  pembahasannya dengan disiplin ilmu 
yang penulis tekuni dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa 
dilingkungan Fakultas syar‟iah UIN Raden Intan Lampung. 
b. Refrensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang 
penulis,sehingga dapat mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini. 
C. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting dan menentukan. 
Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari pada tanahnya baik sebagai 
sumber penghidupan manusia itu sendiri. Bagi banyak orang tanah tidak 
dapat dipisahkan dari pada hidupnya sendiri. Keterikataan orang dengan 




                                                             
10
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pola Penguasaan, Pemilikan dan 




Tanah menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah permukaan bumi yang 
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Pasal 4 ayat (2) UUPA 
menegaskan bahwa tanah-tanah yang dimaksud pada ayat (1) memberi 
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar 
diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan 
tanah dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan yang lebih tinggi.
11
 
Kebutuhan untuk memiliki sebidang tanah sangat meningkat ditambah 
dengah bertambahnya jumlah penduduk terutama di kota Bandar Lampung. 
Hal ini juga yang menuntut harus adanya kepastian hukum atas suatu bidang 
tanah. Permasalahan tanah di kota Bandar Lampung ini di dominasi oleh 
sengketa sertifikat ganda. Tentu hal ini sangat merugikan masyarakat, karena 
sengketa tanah ini terjadi karena adanya tumpang tindih sertifikat yang 
merupakan kelalaian dari pihak BPN. Sengketa yang terjadi perlu mendapat 
perhatian khusus dari seluruh pihak terkait masalah pertanahan. 
Secara konstitusional Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 
3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang 
tergantung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat kita 
ketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam 
pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 
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 Ketentuan dasar ini dilaksanakan lebih lanjut oleh 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria selanjutnya disebut UUPA yang bertujuan untuk mewujudkan apa 
yang digariskan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria adalah sebuah Undang-undang yang memuat dasar-
dasarpokok di bidang agraria yang merupakan landasan bagi usaha 
pembaharuan hukum agraria guna dapat diharapkan memberikan kepastian 
hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan bumi, air, serta kekayaan alam 
untuk kesejahteraan bersama. 
Melihat ketentuan pasal 19 Undang-undang No 5 Tahun 1960, maka 
akibat hukum dari pendaftaran tanah itu adalah berupa diberikanya surat 
tanda bukti hak yang lazim dikenal dengan sebutan sertifikat tanah yang 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah. 
Sertifikat tanah yang diberikan itu akan memberikan arti dan peranan bagi 
pemegang hak yang bersangkuatan. Namun dalam praktek sekarang ini 
berkenaan dengan sertifikat tanah, tidak jarang telah terjadi terbit 2 (dua) atau 
lebih sertifikat tanah di atas sebidang tanah yang sama. Dua atau lebih 
sertifikat tanah yang terbit di atas tanah yang sama ini lazim dikenal dengan 
tumpang tindihnya (overlapping) sertifikat yang membawa akibat 
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ketidakpastian hukum pemegang hak-hak atas tanah yang sangat tidak 
diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia.
13
 
Bila terjadi sengketa bidang tanah tersebut, maka oleh pemilik tanah, 
sertifikat yang ditanganyalah yang digunakan untuk pembuktian bahwa tanah 
itu miliknya. Surat tanda bukti hak atau sertifikat tanah itu dapat berfungsi  
menciptakan tertib hukum pertanahan serta membantu mengaktifkan kegiatan 
perekonomian rakyat (misalnya apabila sertifikat tersebut digunakan sebagai 
jaminan). Sebab yang namanya sertifikat adalah tanda bukti atas tanah yang 




Pengacara/advokat Elza Syarief dalam bukunya yang berjudul 
“Menuntaskan Sengketa Tanah” mengemukakan pendapat bahwa, secara 
umum sengketa tanah timbul akibat faktor-faktor sebagai berikut: 
1. Peraturan yang belum lengkap 
2. Ketidaksesuaian peraturan 
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebuthan dan jumlah 
tanah yang tersedia 
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap 
5. Data tanah yang keliru 
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa 
tanah 
7. Transaksi tanah yang keliru 
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8. Ulah pemohon hak atau 




Untuk menindak lanjuti permasalahan seperti sertifikat ganda di satu 
bidang tanah yang sama, pemerintah mengeluarkan peraturan Nomor 24 
tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebagai penyempurna dari peraturan 
pemerintah sebelumnya. Penyelenggaraan dalam pendaftaran tanah 
masyarakat merupakan tugas dari Negara yang diselenggarakan oleh 
pemerintah untuk kepentingan rakyat, untuk memberikan kepastian hukum 
dalam kepemilikan tanah di Indonesia. 
Adapun tujuan dari pendaftaran tanah menurut peraturan tanah 
menurut peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 dalam pasal 3 adalah: 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang 
hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun dan hak hak lain yang 
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan. 
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk pemerintah agar dapat dengan mudah memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.16 
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Banyaknya permasalahan dibidang pertanahan saat ini yang menjadi 
tanggung jawab pemerintah yang dijadikan salah satu kegiatan dalam progam 
strategis BPN RI dengan percepatan penyelesaian kasus pertanahan. 
Berdasrkan peraturan kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, kasus pertanahan 
adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan 
penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang–undangan dan/atau 
kebijakan pertanahan nasional. 
Menurut Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional (Permen Agraria) Nomor 11 Tahun 2016 penyelesaian 
kasus Pertanahan, diharapkan dijalankan lebih efektif lagi. Pasal 11 ayat (3) 
Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016 menyebutkan sengketa atau konflik 
yang menjadi kewenangan kementrian, dalam hal ini Kementrian Agraria dan 
Tata Ruang. Sengketa itu antara lain adalah kesalahan prosedir dalam 
pengukuran, penghitungan luas, pemetaan, proses penetapan/hak tanah, 
tumpang tindih sertifikat. Penyelesaian melalui jalur mediasi ini sendiri dapat 
ditempuh apabila para pihak setuju melakukan perundingan dengan metode 
musyawarah untuk mufakat untuk kebaikan semua pihak. Jika salah satu 
pihak menolak melakukan mediasi, maka penyelesaian menggunakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Mediasi dilakukan paling lama 30 





Jika dalam mediasi ditemukan kesepakatan, maka dibuatkan berita 
acara perjanjian perdamaian. Setelah itu, perjanjian perdamaiaan itu 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan 
kepastian hukum yang mengikat. Mediasi batal setelah diundang 3 kali salah 
satu pihak yang bersengketa tidak hadir. Para pihak dipersilahkan 




Penyelesaian sengketa dalam Islam ada berbagai macam cara, salah 
satunya adalah Arbitase. Arbitase adalah berlindungnya dua pihak yang 
bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela 
menerima keputusanya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, atau 
dapat didefenisikan juga sebagai pelindung dua pihak yang bersengketa 
kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengan) untuk 
memutuskan/meneyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. 
Kedua definisi diatas menuunjukan bahwa juru damai (hakama) diangkat 
sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.
18
 
Sumber hukum Arbitase pertama adalah al-Qur‟an yang memberi 
petunjuk apabila terjadi sengketa antar manusia, dibidang politik, keluarga, 
ataupun dibidang bisnis. Sumber hukum Arbitase bida dilihat di dalam (Q.S 
Al- H ujurāt(49):9) : 
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نَيَُمۖا فَئِۢن بََغۡج إِۡحَدٰىيَُما َعلََ  ْۡ إِن طَآئِفَخَاِن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنَِْن ٱۡقخَخَلٌُْا فَأَۡصلُِحٌْا بَ ًَ
نَيَُما  ْۡ ِِۚ فَئِن فَآَءۡث فَأَۡصلُِحٌاْ بَ ٓ أَۡمِر ٱّللَّ َٰ َء إِلَ ِٓ َٰ حَفِ خِلٌُاْ ٱلَّخِِ حَۡبِغِ َحخَّ
ٍٰ فَقَٰ ٱۡۡلُۡخَر
َ ُِّحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطَْن بِٲ  إِنَّ ٱّللَّ
ۖ
ْا ٌٓ أَۡقِسطُ ًَ  ۡلَعۡدِل 
Artinya :“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau 
yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah 
yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali 
pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara 
keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. 
Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil.” (Q.S Al- 
H ujurāt(49):9). 
 
Hukum pertanahan dalam Islam ini dapat didefenisikan sebagai hukum-
hukum Islam mengenai tanah, hak kepemilikan, pengelolaan, dan 
pendistribusian tanah. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di 
langit dan bumi, termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata, 









ِت َوٱ َوَٰ َم َٰ مسه
 
ِ ُمْْلُ ٱ  َوّلِِله
Artinya: “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi kepada Allah-
lah kembali (semua makhluk)”(Q.S An-Nūr (24):42). 
 
Ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu 
(termasuk tanah) adalah Allah SWT. Semata. Kemudian, Allah SWT sebagai 
pemilik hakiki memberikan daya kepada manusia untuk menggunakan milik 
Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Kepemilikan adalah milik Allah 
SWT dan manusia tak memiliki hak kecuali memanfaatkan dengan cara yang 
diridhoi Allah. Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah 





أَۡسِمۡعِۚ َما لَيُم مِّن  ًَ ٱۡۡلَۡرِضۖ أَۡبِصۡر بِوِۦ  ًَ ِث  ٌَٰ َمٰ ُب ٱلسَّ ْۡ  لَوُۥ َغ
ُ أَۡعلَُم بَِما لَبِثٌُاْۖ قُِل ٱّللَّ
ََل  ًَ  ِّّٖ لِ ًَ  ِرُك فِِ ُحۡكِمِوۦٓ أََحٗداُّشۡ ُدًنِوِۦ ِمن 
Artinya: “Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua) 
kepunyaannya-lah semua yang tersembunyi di langit dan bumi. 
Alangkah terang penglihatanya dan alangkah tajam 
pendengaranya; tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain 
dari padanya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi 
sekutunya dalam menetapkan keputusan” (QS al-Kahf (18):26). 
Dengan demikian Islam telah menjelaskan dengan jelas bahwa filosofi 
dalam kepemilikan tanah di dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu: (1) 
pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. (2) Allah SWT sebagai pemilik 
hakiki telah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk mengelola tanah 
menurut hukum-hukum Allah. 
D. Fokus Penelitian 
Penelitian ini terfokus pada Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota 
Bandar Lampung dalam penyelesaiaan sengketa sertifikat tanah ganda. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka 
dapat dibuat beberapa rumusan yang akan menjadi bahasan, yaitu : 
1. Prosedur penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Badan Pertanahan 
Kota Bandar Lampung? 
2. Efektivitas peran Badan Pertanahan Nasional kota Bandar Lampung 
dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda? 
3. Analisis fiqih siyasah terhadap efektivitas peran Badan Pertanahan 







F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk: 
1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda 
di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung. 
2. Untuk mengetahui peranan Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar 
Lampung dalam proses penyelesaian kasus sengketa sertfikat tanah ganda. 
3. Untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah terhadap peran Badan 
Pertanahan Nasional kota Bandar Lampung dalam penyelesaian sengketa 
sertifikat tanah ganda. 
G. Signifikansi dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, maka diharapkan 
penelitian ini memberika manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai 
khazanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan 
dengan hukum tata negara dan penyelesaian sengketa sertifikat tanah 
ganda. 
b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum, 
Khususnya yang berkaitan dengan analisis hukum Islam di lingkungan 
akadmis perguruan tinggi dan sumbangan pembendaharaan pustaka 




c. Untuk menambah refrensi bahan literatur atau pustaka khususnya 
dalam memahami strategi Badan Pertanahan Nasional tentang 
bagaimana penanganan kasus sengketa sertifikat ganda. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan wawasan kepada penulis dalam rangka meningkatkan 
disiplin yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi. 
b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama 
setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum tata negara 
disetiap perguruan tinggi di Fakultas Syari‟ah. 
c. Diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi 
para pihak yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sertifikat 
ganda. 
d. Dapat dijadikan bahan atau acuan bagaimana prosedur penyelesaian 
sengketa sertifikat ganda ini jika melalu Badan Pertanahan Nasional 
Kota Bandar Lampung. 
H. Metode Penelitian 
Metode adalah cara yang cepat melakukan sesuatu dengan 
menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan 
penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang 
dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk 
mewujudkan kebenaran. 
19
Menurut kartini kartono, metode penlitian adalah  
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“cara berfikir dan membuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan 
penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.
20
 
Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka metode penelitian yaitu 
suatu ilmu pengetahuan yang memebahas cara-cara yang digunakan dalam 
mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang 
dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah 
ilmiah sumber data. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka 
diperlukan metode yang mampu menghantarkan penelitian pendapat data 
yang valid dan otentik. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut : 
1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fild research) yaitu 
penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. 
Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karaeristik masalah yang 
berkaitan dengan latar belakang dan kondis saat ini dari subjek yang 
diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.
21
 
2. Desain Penelitian 
Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifatdeskriptif. Deskriptif 
adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan mencatat semua 
persoalan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Lebih lanjut 
Winarno Sukarmad menyatakan bahwa metode penyelidikan deskriptif 
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 Etta Mamamng Sangaji, Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian 




lebih tepat untuk menjelaskan data pada waktu sekarang.
22
Dalam hal ini 
penulis menggunakan segala sesuatu yang berhubunan dengan peran 
Badan Pertanahan Negara Kota Bandar Lampung dalam penyelesaian 
sengketa sertifikat tanah ganda. 
3. Partisipan dan tempat penelitian 
Partisipan dalam penelitian ini adalah kepala sengketa dan kepala 
badan pertanahan dan tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung. Pengertian partisipan 
dan tempat penelitian adalah darimana data dapat diperoleh Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua (2),yaitu sumber 
data primer dan sumber data skunder yang diperoleh melalui  langkah 
library research, yaitu buku-buku  yang relevan dengan skripsi ini , dan 
field research atau penelitian lapangan. Metode ini penulis menggunakan 
untuk mendapatkan data primer dan data skunder.  
a. Data Primer yaitu data yang didapat oleh sumber pertama, yaitu 
menggunakan data primer dari jawaban informan atas pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan kepada informan. 
b. Data Skunder yaitu data yang mendukung data primer, yang bersumber 
dari Undang-Undang, buku-buku ilmiah, hasil karya ilmiah, Al-Qur‟an, 
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4. Prosedur Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Interview 
Metode interview atau wawancara adalah suatu proses tanya 
jawab lisan antara dua orang atau lebih yang langsung berhadapan dan 
saling melihat dan mendengarkan.Sedangkan menurut Mardalis, 
Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 
untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-





Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, 
transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen , rapat, dam 
sebagainya.
25
Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap 
yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal 
yang diperlukan dalam penelitian. 
5. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau  individu yang 
memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang 
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akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, 
media dan sebagainya. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 
elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran 
penelitian.
26
 Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Pertanahan 
Nasional Kota Bandar Lampung. 
b. Sampel  
Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang yang dijadikan 
objek penelitian.
27
 Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 
penentuan sampel.
28
Purposif sampling adalah peneliti menentukan 
sendiri sampel yang diambil karena ada  pertimbangan tertentu, jadi 
sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. 
Dalam hal inipeneliti memilih sampel Kepala Kantor Badan 
Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung, dan Kepala Seksi 
Sengketa Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota 
Bandar Lampung. 
6. Prosedur Analisis data 
 Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran 
mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa data kualitatif 
yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu 
bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-
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sejelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara peneliti 
melukiskan, memaparkan, dan menyusun suatu keadaan secara sistematis 
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A. Kajian Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah  
Istilah Fiqh Siyasah merupakan tarqib idhafi atau kalimat majemuk 
yang terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan siyasah. Secara etimologis, Fiqh 
merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata fiqha-yafqahu-
fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga 
dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan tertentu. Jadi, Fiqh Siyasah 
adalah usaha sungguh-sungguh dari para alim ulama untuk menggali 
hukum-hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam
30
, untuk 
mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesutu yang 
bersifat untuk mencakup sesuatu. Sedangkan menurut Ibnu/Aqil, dikutip 
dari pendapat Ibnu al-Qoyyim, bahwa fiqh siyasah adalah perbuatan yang 
membawa manusia lebih dekat pada kesejahteraanmeskipun Rasulullah 
tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.Di antara sekian 
banyak ayat al-Qur‟an yang menyinggung tentang fiqh siyasah salah 
satunya ayat ini, Allah SWT. Mejelaskan bahwa manusia memang 
dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi. Dimana seorang 
kholifah membutuhkan keahlian yang dikenal dengan istilah siyasah. 
Allah SWT menjelaskan nilai-nilai siyasah, yakni pada firman Allah 
berikut : 
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ُسوَل َوأُ۟ولِى ٱْلَ  َ َوأَِطيُعو۟ا ٱلرَّ ۟ا أَِطيُعو۟ا ٱَّللَّ َها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوَٰٓ أَيُّ
َٰٓ ْمِر ِمنُمْ   َي 
 ِ ُسوِل إِن ُمنُتْ  ُتْؤِمُنوَن ِبٱَّللَّ ِ َوٱلرَّ وهُ إَِلى ٱَّللَّ َزْعُتْ  فِى َشْىٍء َفُردُّ َفإِن َتَن 
لَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأِْويًل   َوٱْلَيْوِ  ٱْلَءاِخِر ۚ َذ 
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (nya) dan ulil amri diantara kamu. Dan jika 
kamu berselisih dalam satu hal maka kembalikanlah 
persoal an tersebut (penyelesaianya) kepada Allah dan 
hari akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan 
Rosulnya adalah solusi terbaik dan paling bagusnya 
penyelesaiaan”. (Q.S An-Nisā‟ (4):59) 
Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa seluruh 
kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini harus 
berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah 
dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan 
Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun 
sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan 
Allah dan Rosulnya tidak perlu ditaati dan dipatuhi.
31
 
a. Kategori Hukum dalam Islam 
Dalam ruang lingkup Muslim ada 3 hukum yang berlaku, yaitu 
hukum syariat, hukum fiqh dan siyasah syar‟iyah. Meskipun 
berbeda, ketiganya memilik hubungan yang erat satu dengan 
lainya.
32
 Menurut bahasa, syariat adalah jalan menuju tempat 
pengairan, atau jalan setapak yang harus ditempuh, syariat adalah 
hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk hamba-
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Nya supaya diikuti dalam hubungan dengan Allah dan dengan 
sesama manusia lainya. Sementara menurut Farouq Abu Zaid 
merumuskan bahwa syari‟at adalah sebagai “peraturan Allah yang 





Fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara 
bahasa fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, 
seperti yang pernah dikutip oleh Amir Syarifudin, menyebut 
“fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui sampai kepada 
kedalamanya.
34
 Maka dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya 
yang sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali 
hukum syara‟ agar dapat diamalkan oleh umat Islam. 
Pemahaman untuk hukum syara‟ mengalami perkembangan dan 




2) Siyasah Syar‟iyah 
Siyasah Syar‟iyah dapat diartikan dengan ketentuan 
kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan harus 
berdasarkan syariat. Pengartian Siyasah Syar‟iyah oleh 
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Abdurrahmah Taj yang merumuskan siyasah syar‟iyah sebagai 
hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, 
mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan syariat dan 
dasar-dasarnya yang universal demi mencapai tujuan-tujuan 
kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan 
baik oleh Al-Qur‟an maupun al-Sunnah.
36
 
b. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam 
Sistematika jika diartikan bahwa fiqh siyasah memegang 
peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam penerapan dan 
aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasah 
diatur bagaimana ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif 
dalam masyarakat Islam. Tanpa adanya negara dan pemerintahan, 
ketentuan hukum Islam sangat sulit terjamin keberlakuanya. 
Barangkali untuk ibadah tidak banyak campur tangan siyasah. Tetapi 




c. Sumber Kajian Fiqh Siyasah 
Sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber 
primer dan skunder. Fathiya al-Nabrawi membagi sumber fiqh 
siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur‟an, al-Sunnah, sumber 
tertulis selain Al-Qur‟an dan al-Sunnah, dan sumber berupa 
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peningalan umat muslim terdahulu.
38
 Selain Al-Qur‟an dan al- 
Sunnah, Ahmad Sukardja mengemukakan sumber kajian fiqh 
siyasah berasal dari manusia itu sendiridan lingkunganya, seperti 
pandangan pakar politik,atau kebiasaan masyarakat yang 
bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman dari masalalu,dan 
aturan-aturan yang sebelumnya pernah dibuat.
39
 
2. Tinjauan Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional 
Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintahan non 
kementrian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 
pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional maupun 
sektoral. Badan Pertanahan Nasional dahulu dikenal dengan sebutan 
kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden No. 10 Tahun 
2006 dan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2012.
40
 
Pada tahun 1960 sejak diterapkanya Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali 
pergantian penguasaan dalam hal ini adalah kelembagaan. Tentunya 
dalam hal ini berpengaruh pada pengambilan kebijakan. Ketika masih 
dalam naungan Kementrian Agraria sebuah kebijakan diproses dan 
ditindaklanjuti dari struktur pemimpin pusat sampai pada tingkat Kantor 
Pertanahan, namun ketika ketika dalam naungan departemen dalam 
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Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat Kantor 
Pertanahan. Selain itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional 
mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya.
41
 
Pada tahun 1965 Agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga 
yang yang tidak lagi dari naungan Mentri Pertanian dan pada saat itu 
mentri Agraria dipimpin oleh R. Hermanes, S.H. Pada tahun 1968 secara 
kelembagaan Badan Pertanahan mengalami perubahan lagi. Pada saat itu 




Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah nama 
menjadi Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang 
Kementrian Agraria yang berfungsi sebagai Tata Ruang dan Badan 
Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 21 januari 
2015.Kementrian Agraria dan Tata ruang memiliki fungsi diantaranya: 
a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, 
infrastuktur, hubungan hukum, penanganan masalah, pengadaan tanah 
pemanfaatan ruang dan tanah. 
b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi taggung 
jawab dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang. 
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c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinan dan memberi dukungan 
administrasi kepada unsur di lingkungan Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang. 
d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang. 
e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur 
di lingkungan Kementrian Agraria dan Tata Ruang; dan 
f. Pelaksanaan bimbingan kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
daerah atas pelaksanaan teknis dan supervisi. 
Badan Pertanahan Nasional memilik fungsi diantaranya: 
a. Penyusunan dan penetapan di bidang pertanahan. 
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan, penataan 
dan pengendalian kebijakan pertanahan. 
c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengaturan, penataan 
dan pengendalian dan pengendalian dibidang pengaturan, penataan dan 
pengendalian kebijakan pertanahan. 
d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah. 
e. Perumusan dan pelaksanan kebijakan di bidang pengendalian dan 
penanganan sengketa dan perkara pertanahan. 
f. Pengawasaan atas pelaksanaan tugas di Badan Pertanahan Nasional. 
g. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 




h. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian dan informasi 
di bidang pertanahan. 
i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, dan 




3. TinjauanUmum Tentang Sengketa Tanah 
Sengketa tanah merupakan konflik antara dua orang bahkan lebih 
yang sama-sama memiliki kepentingan atas suatu tanah yang 
mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi semua pihak yang terkait. 
Sengketa tanah adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau 
lebih yang merasa dirugikan atas penggunaan dan penguasaan hak atas 




Secara garis besar terdapat banyak sekali permasalahan tanah 
diantaranya adalah: sengketa hak-hak atas tanah, sertifikat ganda, 
sengketa tanah berkenaan dengan perdata, sengketa tanah garapan, 




Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa hak 
dasar menguasai, baik hak sendiri maupun bersama-sama dengan orang 
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lain atau badan hukum. Hukum Agraria Nasional, konsep hak-hak atas 
tanah dibagi menjadi dua bentuk yaitu hak primer dan sekunder. Hak 
yang bersifat primer yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, dan Hak Pakai. Sedangkan hak yang bersifat sekunder yaitu 




Berikut diuraikan tentang konsep umum tentang hak-hak atas tanah, 
yaitu: 
a. Hak Milik 
Menurut pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun temurun, 
terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan 
mengingat pasal 6 UUPA. Hak Milik hanya untuk Warga Negara 
Indonesia (WNI), bank pemerintah, badan sosial dan badan 
keagamaan. Orang berkewarganegaraan asing tidak dapat memiliki 
Hak Milik atas tanah di Indonesia. Kepemilikan tanah Hak Milik 
oleh sesorang berkewarganegaraan asing dianggap batal demi hukum 
dan tanahnya  kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.
47
 
Hak Milik bisa dihapuskan berdasarkan pasal 27 UUPA karena 
berdarkan beberapa faktor, karena pencabutan hak berdasarkan pasal 
18 yaitu karena ditelantarkan oleh pemiliknya, diberikan secara 
sukarela oleh pemiliknya, pemilik tanah tidah memenuhi syarat 
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sebagai subjek hak milik atas tanah, dan arena peralihan hak atas 
tanah. 
b. Hak Guna Usaha 
Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 
dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu 25 tahunatau 30 tahun dan 
bisa diperpanjang 25 tahun, untuk perusahaan pertanian, perikanan, 
atau peternakan yang luasnya minimal 5 hektar dengan ketentuan 
jika luasnya lebih dari 25 hektar atu lebih, harus menggunakan 
investasi modal dan teknik perusahaan yang baik, dapat beralih dan 
dialihkan dengan pihak lain serta dapat dijadikan jaminan hutang 
dengan dibebani sesuai dengan pasal 28 dan pasal 33 UUPA.
48
 
Hak Guna Usaha hanya diberikan kepada yang dalam hal ini 
adalah warga negara Indonesia ataupun badan hukum yang didirikan 
menurut hukum Indonesia dan bertempat di Indonesia. Hak Guna 
Usaha tidak diperuntukan untuk warga negara asing dan badan 
hukum yang mempunyai hak itu adalah badan hukum yang bermodal 
nasional yang progresif. Sedangkan bagi badan hukum bermodal 




Terhapusnya Hak Guna Usaha sudah dijelaskan dalam pasal17 
PP No. 40 Tahun 1996 yaitu, syarat tidak dipenuhi, waktu sudah 
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berakhir, dicaut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, tanahnya 
musnah, dan juga dalam ketentuan pasal 30 ayat 20 UUD 1945. 
c. Hak Guna Bangunan 
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 
memiliki bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya 
sendiri, dalam jangka waktu paling lama 30 tahun dapat 
diperpanjang 20 tahun, dapat berali dan dapat diperlihkan juga dan 
dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan 
menurut Pasal 35 UUPA. 
Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa sifat dari Hak 
Guna Bangunan adalah: 
1) Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di tanah yang 
bukan miliknya,Tanah Negara atau tanah milik orang lain. 
2) Jangka waktunya paling lama 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 
tahun. 
3) Dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain. 




d. Hak Pakai 
Menurut pasal 41 ayat (1), Hak Pakai adalah hak untuk 
menggunakan atau memungut hasil tanah yang dikuasai oleh negara 
atau milik orang lain, yang memberi kewajiban dan wewenang yang 
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telah ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang 
berwenang memberikan atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah, 
yang dalam hal ini bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 
pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan 
ketentuan UUPA. 
Menurut Pasal 49 PP No. 40 Tahun 1996 diatur bahwa jangka 
waktu Hak Pakai sesuai dengan asal tanahnya. Hak Pakai atas tanah 
Negara paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 
tahun atau dapat juga diperbaharui selama 25 tahun. Dapat juga 
diperbaharui dengan cara pemberian Hak Pakai baru dengan akta 
yang dibuat oleh PPAT berdasarkan kesepakatan antara pemilik 
tanah dengan si pemegang Hak Pakai.
51
 
Pembebenan atas Hak Pakai dengan Hak Tanggungan yang 
diatur di Pasal 53 PP No. 40 Tahun 1996, yang bisa dijadikan 
jaminan utang dengan membebani Hak Tanggungan adalah Hak 
Pakai atas tanah Negara dan Hak Pakai atas tanah Pengelolaan, 
sedangkan Hak Pakai dan Hak Milik tidak bisa dijadikan jaminan 
utang. Sementara ketentuan pada UU No. 04 Tahun 1996, dijelaskan 
Hak Pakai atas tanah Negara dapat dijadikan jaminan utang dengan 
membebani Hak Tanggungan. Dari segi peraturan perundang-
undangan, maka PP No. 40 Tahun 1996 menyampingkan UU No. 04 
Tahun 1996. 
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Pasal 42 UUPA menetapkan bahwa yang dapat memiliki hak 
atas Hak Pakai yaitu: Warga Negara Indonesia, orang asing yang 
berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan sesuai 
dengan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan badan 
hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 
52
 
Menurut pasal 56 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996, Hak Pakai 
dihapus disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dibatalkan sebelum 
jangka waktunya berakhir karena tidak terpenuhi kewajiban-
kewajiban Hak Pakai, jangka waktu perjanjian pemberian Hak Pakai 
berakhir, putusan pengadilan yang bersifat ingkrah, tanahnya 
musnah, hak pakainya dicabut, dan Hak Pakai tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai pemegang Hak Pakai.
53
 
e. Hak Gadai 
Hak Gadai adalah hubungan hukum antara sesorang dengan si 
pemilik tanah, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama 
uang gadai belum dibayar, tanah tersebut masih dipegang oleh 
pemegang gadai. Selama tanah itu di gadai hasil dari tanah 
sepenuhnya milik pemegang gadai. Penebusan tergantung pada 
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f. Hak Usaha Bagi Hasil 
Menurut UU No. 2 tahun 1960, perjanjian yang diadakan si 
pemilik tanah dengan sesorang atau badan hukum, yang biasa 
disebut penggarap, yang berdasarkan perjanjian penggarap 
diperkenankan oleh pemilik untuk menggunakan tanah untuk usaha 
pertanian, yanh hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang 
sudah ditentukan sebelumnya. Hak Usaha Bagi Hasil ini ada karena 
adanya perjanjian antara pemilik dan penggarap dengan pembagian 
yang telah disepakati. 
g. Hak Menumpang 
Hak Menumpang adalah hak sesorang untuk mendirikan 
bangunan ataupun menempati bangunan di atas tanah orang lain. 
Hak menumpang juga disebut hak pakai, tetapi hubungan hukumnya 
lemah, karena mudah diputuskan hubunganya oleh si pemilik tanah, 
karena dalam hal ini hak menumpang tidak membayar ke si pemilik 
tanah. Berakhirnya hubungan hak menumpang dapat terjadi karena 
adanya pengakhiran hubungan tukontali (pesanan) yang diberikan 
pemilik tanah kepada yang menumpang dan diberikan pesangon, 
tanahnya musnah dan dicabut untuk kepentingan umum. 
h. Hak Sewa Tanah Pertanian 
Hak Sewa Tanah Pertanian adalah hak memberikan 
kewenangan untuk menguasai dan mengusahakan tanah pertanian di 




tanah pertanian bertentangan dengan prinsip bahwa tanah pertanian 
harus dikerjakan oleh si pemilik tanah sehinga hak sewa tanah 
pertanian memungkinkan terjadinya pemerasan terhadap golongan 
khususnya yang tidak memiliki tanah. Hak sewa pertanian termasuk 
hak sewa yang bersifat sementara karena tidak dianggap sesuai 
dengan hukum tanah nasional.
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4. Tinjaun Umum Tentang Kepemilikan Tanah dalam Islam 
a. Kepemilikan Tanah Dalam Islam 
Dalam Islam kepemilikan tanah tidak mengenal zamindariatau 
kepemilikan tanah atau feodalisme. Sebab, pertama sistem 
kepemilikan atau pemilik tanah zamindari bertentangan dengan pinsip 
distribusi kekayaan yang adil. Kedua, sistem Zumindari bertentangan 
dengan pemanfaatan tanah, karena hal yang sangat mubazir jika tanah 
tidak terpakai.
56
Hukum pertanahan dalam Islam ini dapat 
didefenisikan sebagai hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam 
kaitannya dengan hak kepemilikan, pengelolaan, dan pendistribusian 
tanah. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan 
bumi, termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah swt. Semata, 
sebagaimana dalam firman Allah berikut : 
ٱۡۡلَۡرضِۖ  ًَ ِث  ٌَٰ َمٰ ِ ُمۡلُك ٱلسَّ ّلِلَّ ِ ٱۡلَمِصُْر   ًَ إِلََ ٱّللَّ ًَ 
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Artinya:“Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi kepada 
Allah-lah kembali (semua makhluk)” (Q.S An-Nūr (24):42). 
 
Ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala 
sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT. Semata. Kemudian, 
Allah swt sebagai pemilik hakiki memberikan daya kepada manusia 
untuk menggunakan milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya. 
Kepemilikan adalah milik Allah SWT. Dan bahwa manusia tak 
memiliki hak kecuali memanfaatkan dengan cara yang diridhoi Allah. 
Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah 
diharamkan oleh-Nya, sebagaimana dalam firman Allah berikut : 
ُب  ْۡ  لَوُۥ َغ
ۖ
ُ أَۡعلَُم بَِما لَبِثٌُْا  َما قُِل ٱّللَّ
أَۡسِمۡعِۚ ًَ ٱۡۡلَۡرِضۖ أَۡبِصۡر بِوِۦ  ًَ ِث  ٌَٰ َمٰ ٱلسَّ
ََل ُّۡشِرُك فِِ ُحۡكِمِوۦٓ أََحٗدا ًَ  ِّّٖ لِ ًَ ن ُدًنِوِۦ ِمن   لَيُم مِّ
Artinya :“Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal 
(di gua) kepunyaannya-lah semua yang tersembunyi di 
langit dan bumi. Alangkah terang penglihatanya dan 
alangkah tajam pendengaranya; tak ada seorang 
pelindungpun bagi mereka selain dari padanya; dan Dia 
tidak mengambil seorangpun menjadi sekutunya dalam 
menetapkan keputusan” (Q.S al-Kahf (18):26). 
Dalam hukumIslam adacara-cara atau sebab-sebab kepemilikan 
tanah yaitu: 
1) Jual beli 
2) Waris  
3) Hibah  
4) Menggarap tanah tak bertuan 




6) Pemberian negara kepada rakyat.57 
Seseorang dapat memanfaatkan sebidang tanah yang diduga 
kosong atau tidak bertuan selama kurang lebih 3 tahun, tetapi jika 
suatu hari ada orang yang dapat membuktikan bahwa benar orang itu 
adalah pemiliknya, maka bisa dipilih cara penyelesaian terhadap 
masalah ini.Pertama pemilik tanah meminta tanah itu kembali dari si 
penggarap setelah membayar upah kerja. Kedua, pemberi tanah 
memberikan tanah pada penggarap setelah penggarap membayar 
tanah tersebut. 
b. Hak Pemilik Tanah 
Selain mengatur kewajiban bagi si pemilik tanah negara Islam 
juga mengatur dan melindungi hak-hak atas pemilik tanah. Adapun 
hak-hak pemilik tanah yang diberikan oleh khalifah adalah : 
1) Hak membeli dan menjual tanah. 
2) Hak berkehendak. 
3) Hak untuk menyerahkan tanah kepada Badan Amanah, dan 
4) Hak memberi kepada sesorang untuk menggunakanya.58 
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5. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Tah kīm 
(Arbitase) 
Dalam prespektif hukum Islam, Arbitasedapat disamakan dengan 
istilah Tah kīm. Tah kīm berasal dari kata hakama. Secara etimologi, 
Tah kīm berati menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.
59
 
Berarti Tah kīm adalah mengangkat pihak ketiga untuk membantu dua 
pihak yang berselisih untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. 
Sementara itu secara terminologi, definisi yang dikemukakan Salam 
Madzku, Tah kīm adalah pengangkatan seseorang ataupun lebih sebagai 
wasit atau juru damai oleh dua orang atau bahkan lebih yang sedang 




Menurut undang-undang, Arbitase cara penyelesaian sesuatu 
sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian 
arbitase yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa.
61
 Undang-
undang arbitase mengatur penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat 
antar pihak dalam suatu hubungan hukum yang telah mengadakan 
perjanjian Arbitase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa 
atau beda pendapat yang timbul dari hubungan hukum tersebut akan 
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Sumber hukum Arbitase dalam Islam adalah al-Qur‟an, Sunnah, 
Ijma‟ ulama, Qiyas. Begitu pula jika kita ingin mengetahui 
Tah kīm/Arbitase ini maka akan merujuk pada sumber hukum diatas. 
Sumber hukum Arbitase pertama adalah al-Qur‟an yang memberi 
petunjuk apabila terjadi sengketa antar manusia, dibidang politik, 
keluarga, ataupun dibidang bisnis bisa dilihat di dalam firman Allah 
berikut : 
نَيَُمۖا فَئِۢن بََغۡج إِۡحَدٰىيَُما َعلََ  ْۡ إِن طَآئِفَخَاِن ِمَن ٱۡلُمۡؤِمنَِْن ٱۡقخَخَلٌُْا فَأَۡصلُِحٌْا بَ ًَ
خِلٌُْا ٱلَّ  ٍٰ فَقَٰ ِِۚ فَئِن فَآَءۡث فَأَۡصلُِحٌْا ٱۡۡلُۡخَر ٓ أَۡمِر ٱّللَّ َٰ َ َء إِل ِٓ َٰ حَفِ خِِ حَۡبِغِ َحخَّ
َ ُِّحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطَْن    إِنَّ ٱّللَّ
ۖ
ْا ٌٓ أَۡقِسطُ ًَ نَيَُما بِٲۡلَعۡدِل  ْۡ  بَ
Artinya :“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi 
kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, 
hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi 
sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah 
surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai 
orang yang berlaku adil.”(Q.S Al- H ujurāt(49):9) 
Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW bisa dilihat dalam hadist 
yang diriwayatkan Syurraih bin Hani dari ayahnya, Hani bahwa ketika ia 
bersama-sama dengan kaumnya menjadi utusan menemui Rasulullah 
SAW. Kaumnya menjuluki dia sebagai Bapak juru damai, lalu Rasulullah 
SAW memanggilnya dan bersabda kepadanya : 
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ِبيُع بُْن ََنِفعٍ َعْن يَزِيدَ  ثَنَا إمره ِه  َحده يٍْح َعْن َٱِبيِو َعْن َجّدِ يَْعِِن إبَْن إمِْمْقَدإِم بِْن ُُشَ
َ َمَع قَْوِمِو  ُ عَلَْيِو َوَسَّله ِ َصَّله إّلِله ََل َرُسوِل إّلِله
ِ
ا َوفََد إ هُو مَمه يٍْح َعْن َٱِبيِو َىاِِنٍ َٱه ُُشَ
 ِ َعيُْم يَْكنُوهَُو ِبأَِِب إمَْحََكِ فََدعَاُه َرُسوُل إّلِله َ  ََسِ نه إّلِله
ِ
َ فََقاَل إ ُ عَلَْيِو َوَسَّله َصَّله إّلِله




مَْيِو إمُْحَْكُ فََِّلَ تُْكََن َٱََب إمَْحََكِ فَقَاَل إ
ِ
ُىَو إمَْحََكُ َوإ
 ِ َ َٱتَْوِِن فََحََكُْت بَيََْنُْم فََرِِضَ لِِكَ إمَْفرِيَقْْيِ فََقاَل َرُسوُل إّلِله ُ عَلَْيِو َوَسَّله  َصَّله إّلِله
ِ قَاَل فََمْن  يٌْح َوُمْسَِّلٌ َوَعْبُد إّلِله َما َٱْحَسَن َىَذإ فََما ََلَ ِمْن إمَْوََلِ قَاَل ِِل ُُشَ
ي  ِ يٌْح َىَذإ ُىَو إَّله يٍْح قَاَل َٱبُو َدإُود ُُشَ يٌْح قَاَل فَأَهَْت َٱبُو ُُشَ ُُهْ قُلُْت ُُشَ َٱْكََبُ
ا َكَسَ  َكَسَ  ْْيً ْن َدَخَل تُْسََتَ قَاَل َٱبُو َدإُود َوبَلََغِِن َٱنه ُُشَ لِْسََلَ َوُىَو ِممه إمّسِ  
ٍب   ََبَب تُْسََتَ َوَذَِل َٱهُْو َدَخَل ِمْن ِِسْ
Artinya : “Telah menceritakan kepada kami [Ar Rabi' bin nafi'] dari 
[Yazid] -maksudnya Yazid bin Al Miqdam bin Syuraih dari 
[Bapaknya] dari kakeknya [Syuraih] dari bapaknya [Hani] 
Bahwasanya ketika ia datang bersama kaumnya kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau mendengar 
orang-orang memanggilnya dengan nama Abul HAKAM. 
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memanggilnya, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah 
Al HAKAM (penentu hukum) dan hanya kepada-Nya (kita) 
berhukum. Lalu kenapa kamu diberi gelar Abul HAKAM?" Ia 
menjawab, "Sesungguhnya jika kaumku berselisih dalam satu 
permasalahan, mereka mendatangiku, lalu aku-lah yang 
memberi putusan hukum atas perselisihan mereka, dan 
mereka ridha." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Betapa baiknya ini! Apakah kamu mempunyai 
anak?" ia menjawab, "Aku mempunyai anak yang bernama 
Syuraih, Muslim dan Abdullah." Beliau bertanya lagi: "Di 
antara mereka siapa yang paling besar?" ia menjawab, 
"Syuraih." Beliau bersabda: "Kalau begitu namamu adalah 
Abu Syuraih (bapaknya Syuraih)." Abu Dawud berkata, 
"Syuraih ini adalah seorang laki-laki yang telah 
menghancurkan rantai, dan termasuk orang yang masuk ke 
Tustar." Abu Dawud berkata, "telah sampai kabar kepadaku 
bahwa Syuraih telah memecahkan pintu gerbang Tustar, dan 
dia masuk dari jalan bawah tanah”. (H.R Abu Dawud 4304) 
Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah 




hakam (Arbitrase) langsung megikat kepada pihak yang bersengketa, 
tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini 
juga didukung ahli hukum mazhab Syafi‟i. Alasan mereka karena 
berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila 
mereka sudah mengangkat hakam untuk menyelesaikan persengketaan 
yang diperselisihkanya, kemudian putusan hakam itu tidak mereka 
patuhi, apabila mereka tidak mematuhi putusan Tah kīmakan mendapat 
siksa dari Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan 
oleh syari‟at untuk memutus suatu perkara, maka putusanya adalah sah, 
karena putusanya mengikat, sama halnya dengan hakim di pengadilan 




B. Tinjauan Pustaka 
Untuk mengetahui validitas dalam penelitian ini, maka dalam kajian 
pustaka penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang 
peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa sertifikat 
tanah ganda. 
Skripsi yang disusun oleh Iqramulyo Nugroho dengan judul 
“Penyelesaian Sertifikat Ganda Di BPN Gowa Prespektif Hukum Islam” di 
Universitas IslamNegeri Alauudin Makasar. Jenis penelitianya adalah 
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kualitatif. Hasil penelitianya adalah faktor utama terjadinya kasus sertifikat 
ganda adalah dari masyarakat atau pemilik tanah itu sendiri yang tidak 
mempererhatikan tanah yang dimilikinya. Dari pemerintah setempat  atau 
kelurahan, bahwa terjadinya sertifikat ganda dapat disebabkan oleh faktor 
teknis dalam artian sistem pemetaan dikarenakan masih kurang kelurahan 
yang memiliki peta, persoalan data dokumentasi tanah di kelurahan. 
Selanjutnya yaitu dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang  (ATR) / Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) dikarenakan tidak adanya data-data mengenai 
hak diatas tanah yang sudah lama berupa warkah tanah, selain itu terdapat 
oknum-oknum di KantorKementrian Agraria dan Tata Ruang  (ATR) / Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) yang dengan mudah menerbitkan sertifikat tanah 
dikarenakan berbagai macam faktor yang seharusnya untuk menertibkan 
sertifikat tanah di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang  (ATR)/Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) harus terlebih dahulumelihat pada buku induk 
tanah sebagai acuan telah diterbitkan sertifikat atau belum.
64
 Persamaanya 
adalah membahas penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional. Perbedaanya 
efektifitas peran Badan Pertanahan Nasional dan bagaimana pandangan fiqh 
siyasah. 
Skripsi yang disusun oleh Aprilia Wulandari dengan judul 
“Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan 
Pertanahan Nasional Sukoharjo”. Skripsi ini membahas bagaimana proses 
penyelesaian sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
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Sukoharjo. Proses penyelesaiansengketa dilakukan dengan mediasi. Tindak 
lanjut dari proses mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Sukoharjo adanya salah satu pihak membayar ganti rugi yang 
telah disepakati.
65
 Persamaanya adalah sama sama membahas penyelesaian 
sengketa tanah sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional. Perbedaanya 
adalah menggunakan pandangan fiqh siyasah. 
Skripsi yang disusun oleh Riki Dendih Saputra dengan judul 
“Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda 
Menurut Aturan Badan Pertanahan Nasional Di Wilayah Tangerang Selatan”. 
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini 
menunjukan bahwa persengketaan atas sertifikat tanah berganda sering 
ditemukan di wilayah kantor Badan Pertanahan Nasional, baik antar personal, 
dengan perusahaan, maupun dengan pemerintah Tanggerang Selatan sendiri. 
Sementara model yang yang dilakukan untuk menyelesaikan persengketaan 
tanah tadi selalu ditempuh dengan jalur hukum (Pengadilan Negeri sampai ke 
Mahkamah Agung). Dan oleh masyarakat, model jalur hukum itu dirasakan 
sangat menyulitkan dan melelahkan. Padahal persengketaan tanah 
bersertifikat ganda tadi, bisa jadi berawal dari seseorang yang berkerja sama 
dengan oknum di kantor BPN di wilayah Tangerang Selatan melakukan 
pengadaan sertifikat tanah, dan akibatnya, pemilik tanah yang aslilah yang 
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 Persamaan dalam skripsi ini adalah 
sama-sama menggunakan metode penyelesaian di Badan Pertanahan 
Nasional. Perbedaanya adalah hanya peran Badan Pertanahan Nasional dan 
bagaimana pandangan fiqh siyasahnya. 
Skripsi yang disusun oleh Anshari Utama dengan judul “Penyelesaian 
Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional 
Tapanuli Tengah”. Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu 
data yang dikumpulkan dari kepustakaan dan lapangan. Hasil atau 
kesimpulan atau sebab dari terjadinya sertifikat ganda menurut skripsi ini 
adalah kesalahan dari pemilik tanah yang tidak memperhatikan tanahnya 
sehingga orang lain mengambil alih tanah tersebut, Badan Pertanahan 
Nasional tidak mempunyai basis data yang baik tentang tanah, yang sudah 
disertifikatkan. Akibat hukum yang timbul dari sertifikta ganda adalah 
menimbulkan ketidakpastian hukumkarena terdapat lebih dari satuhukum di 
satu bidang tanah, kerugian kedua belah pihak, pencabutan sertifikat 
berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
67
 Persamaan dalam 
skripsi ini adalah sama-sama penyelesaian sengketanya di Badan Pertanahan 
Nasional. Perbedaanya adalah menggunakan fiqh siyasah dan hanya peran 
Badan Pertanahan Nasional. 
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